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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 8S TAHUN 2018 

TENTANG 

MEKANISME PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 

Menirabang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

. bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan 

dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Provinsi yang  penyalurannya dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke 

Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan disalurkan oleh 

Pemerintah Provinsi dari Rekening Kas Umum Daerah 

langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan 

melalui mekanisme hibah: 

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali Kena dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, 

. bahwa untuk pengelolaan dan penatausahaan keuangan 

yang baik dan tertib sesuai peraturan dan perundang- 

undangan yang berlaku maka Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Pendidikan Dasar untuk Kabupaten Pohuwato 

harus diatur pencatatan dan pelaporannya sesuai dengan 

mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 

Pohuwato,



Mengingat 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pohuwato tentang Mekanisme Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Satuan Pendidikan Negeri DI Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2018. 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269 ): 

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286), 

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301): 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400): 

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438):



10. 

Iban 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4469), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5410), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737),



12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

Ls 

13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 2036), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 

tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447), 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 136),



19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 163). 

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ 

tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 

Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang 

Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG MEKANISME 

PELAKSANAAN,  PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN 

PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN POHUWATO 2018. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

» 
A 

5 
Kas 

3. 

2. 

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom 

sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas Desentralisasi. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pohuwato. 

Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk 

memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah. 

Satuan Pendidikan adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang 

imenvelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Sekolah Dasar yang 

selanjutnya disingkat SD dan jenjang Sekolah Menengah Pertama yang 

selanjutnya disingkat SMP.



10. 

Bendahara adalah Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada 

masing-masing satuan pendidikan negeri. 

Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau 

diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah 

program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non 

personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. 

.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran / Pengguna Barang. 

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
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rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 

sentral. 

. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Gubernur/ Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan negara 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS 

adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) 

tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima 

dan dikelola langsung oleh sekolah. 

. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar 

vang telah ditetapkan. 

. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, 

sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan 

sesusi dengan yang direncanakan. 

Pasal 2 

Mekanisme Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan 

Pendidikan Negeri Kabupaten Pohuwato merupakan pedoman bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan Satuan Pendidikan dalam 

pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS.



(2) Mekanisrne Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan 

Pendidikan Negeri Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak 

rerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 

mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

910/106/SJ Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Daan di Marisa 

  

SYARIF MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal    

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 2S 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR Las Pi 2018 

TANGGAL 21 Taun gat ' 
TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN 

DANPERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN 
NEGERI DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018. 
  

MEKANISME PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Pemerintah mengalokasikan dana BOS untuk membantu sekolah memenuhi 

baya operasionalnya. Sampai dengan saat ini kemampuan pemerintah 

untuk menyediakan pembiayaan pendidikan secara keseluruhan belum 

dapat direalisasikan, sehingga masih diperlukan peran serta Pemerintah 

Daerah dan masyarakat untuk memenuhi kekurangan biaya pendidikan 

yang dibutuhkan oleh sekolah. 

Jenis biaya operasional aktual yang dibelanjakan oleh sekolah sangat 

bervariasi sesuai dengan kebutuhan biaya operasional tiap sekolah. 

Sementara itu, jenis peruntukan yang diakomodasi dalam BOS saat ini 

belum seluruhnya dapat dipenuhi. 

Menvikapi hal tersebut, diperlukan adanya sinergi pendanaan melalui BOS 

pusat dan BOS daerah, baik melalui peningkatan besaran dana yang 

diberikan maupun jenis peruntukannya. Adapun jenis pemanfaatan dana 

yang dialokasikan oleh pemerintah daerah/masyarakat diharapkan dapat 

melengkapi peruntukan BOS pusat.



. Ketentuan Pemberian Dana 

1. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas 

nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau 

pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, 

. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara Dana BOS atas 

persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang 

berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan, 

Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada 

periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS).



BAB II 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

1 

3 
9. 

6. 

. Dalam rangka pelaksanaan anggaran dan Dana Bos yang telah ditetapkan 

dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan 

Perundang-undangan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 

pendidikan Kabupaten Pohuwato menyusun Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sesuai peraturan Perundang-Undangan. 

Intuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS atas usul 

Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan, melalui pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bupati Pohuwato menetapkan 

Bendahara Dana Bos dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masing-masing 

Satdiknas Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Dalam hal Satdikdas Negeri tidak terdapat PNS yang dapat ditetapkan 

sebagai bendahara Dana Bos, maka Bupati menugaskan Kepala Sekolah 

Satdiknas Negeri yang bersangkutan merangkap sebagai bendahara Dana 

Bos. 

. Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satdiknas Negeri 

sebagairnana dimaksud pada angka 2), membuka rekening Dana BOS 

atas nama Satdiknaas Negeri yang diusulkan oleh kepala Sekolah 

Satdiknas Negeri melalui kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 

pendidikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bank yang 

ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.. 

Rekening Dana Bos masing-masing Satdiknas Negeri sebagaimana 

dimaksud pada angka 4, disampaikan oleh kepala SKPD yang 

menevelenggarakan urusan pendidikan Kabupaten kepada Kepala SKPD 

yang menyelenggarakan urusan pendidikan Provinsi, sebelum 

dilaksanakannya penandatanganan Naskah perjanjian Hibah (NPH) Dana 

Bos yang menjadi syarat penyaluran Dana Bos dari Propinsi. 

Dalam hal terdapat bunga/jas giro dalam pengelolaan Dana Bos, 

Bunga/jasa Giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten sesuai 

Peratuan Perundang-uandangan. 
ae 

/. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa 

dana bos pada Satdiknas Negeri, maka sisa Dana Bos dicatat sebagian 

dari sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). Sisa Dana Bos tersebut tidak disetor 

ke RKUD Kabupaten dan digunakan oleh Satdiknas Negeri yang 

bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Petunjuk 

Tekrus Penggunaan Dana Bos Tahun Berikutnya.



8. Tata Cara pencatatan dan pengesahan serta penyampaian Laporan 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagai berikut : 

Ce. 

Y
a
 

v
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. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat 

penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku 

Pembantu sekurang-kurangya : Buku Pembantu Kas Tunai, Buku 

Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian 

Objek Belanja. 

Bendaharan Dana Bos pada Satdikdas Negeri menyempaikan 

Realisasi Penerimaan dan Belanja setiap Bulan kepada Kepala 

Satdikdas Negeri, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang 

lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, 

untuk pengesahan oleh Keapala Satdikdas Negeri. 

». Bedasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu 

sebagaiman dimaksud pada huruf a, Bendahara Dana Bos 

menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan belanja Dana Bos 

Msing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap Triwulan 

. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan 

dan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana Dimaksud pada huruf 

c kepada Kepala Satdikdas Negeri, untuk selanjutnya disampaikan 

kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan 

Kabupaten melalui pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- 

SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling 

lara tanggal 10 bulan berikutnya setelah Triwulan yang 

bersangkutan berakhir. 

Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja 

Dana Bos sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri : 

1) Rekening Koran Dana BOS Satdikdas Negeri dan Bank 

2) Surat Pernyataan Telah menerima Hibah (SPTMH) Dana Bos Oleh 

Satdikdas Negeri 

3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutrlak (SPTJM) Dana Bos 

oleh Kepala Satdikdas Negeri dan, 

4) Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana Bos. 

PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan 

berdasarkan SPTMH sebagaimana dimaksud pada huruf e angka2), 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang- 

undangan. 

Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari kepala 

Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala SKPD



vang menyelenggarakan Urusan Pendidikan menyampaikan Surat 

Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD 

vang dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja Per 

Satdikdas Negeri. 

h. Berdasarkan SP2B Satdikdas Negeri sebagaiman dimaksud pada 

huruf g, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja 

(SP3) Satdikdas Negeri. 

Berdasarkan dokumen SPB Satdikdas Negeri sebagaiman dimaksud 

pada huruf h, PPK-SKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan 

melakukan pencatatan atas belanja Dana Bos Satdikdas Negeri, 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang- 

undangan 

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
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Kepala Satdikdas Negeri bertanggungjawab secara formal dan material 

atas penerimaan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh 

Satdikdas Negeri. 

. Berdasarkan SP2B Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf 

B angka 8 huruf h, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 

Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Belanja yang bersumber dari 

Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang 

menyelenggarakan urusan Pendidikan Kapupaten yang akan 

likonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan di bidang 

pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang 

dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran 

sebelumnya tidak sesuai dengan alokasi Dana Bos dalam Keputusan 

Gubernur tentang Daftar Penerima dan jumlah Dana Bos pada setiap 

Satdikdas Negeri, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan 

penyesuaian alokasii Dansa Bos dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang 

penjabaran APBD dan memberitahukan kepada PImpinan DPRD, untuk 

selanjutnya ditampung dalam Perda Tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran berkenaan. 

Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud di atas tidak sesuai dengan realisasi penyaluran 

final Dana BOS Triwulan IV sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 

tahun berjalan, pemerintah kabupaten pohuwato mlakukan penyesuaian



PBD, dan memberitahunkan kepada 
pimpinan DPRD, untuk selnjutnya 
Anggaran (LRA)



dalam lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini. 
2. Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana Bos Wajib menyampaikan 

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bos Sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pohuwato. 

   POH UWATo, 

  

   
  

  

SYARI MBUINGA 

 



LAMPIRAN JI PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR: 95 TAHUN 2018 
TANGGAL 5 Fefraati 201 
TENTANG - MEKANISME PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH — SATUAN 
PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN POHUWATO. 

BENTUK./ FORMAT PENCATATAN DAN PENYAMPAIAN PELAPORAN 

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI 

1. Contoh Format Buku Kas Umum. 

2. Contoh Format Buku Pembantu Kas. 

3. Contoh Format Buku Pembantu Bank. 

4. Contoh Format Buku Pembantu Pajak. 

5. Contoh Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja. 

6. Contoh Format Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Satuan Pendidikan Negeri. 

/. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab. 

8. Contoh Format Surat Pernyataan telah menerima Hibah langsung tanpa 

melalui RKUD 

9. Contoh Format Rekapitulasi pembelian Barang/Aset 

10. Contoh Format Surat Pernyataan Pengesahan Belanja (SP2B) BOS Satuan 

Pendidikan Negeri pada APBD. 

11. Contoh Format Surat Pengesahan Belanja (SPB) Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri diselenggarakan Kab/Kota 

pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



A. CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM 

  

  

  

  

  

                

Na ea 

Nama Sekolah Aan ae Real RENA 

Desa/Kecarnatan 1 soooomewib massa 

Kabupaten 3 mionunnineAMaamMmamPeaNN nan 

Provinsi Deen sana en 

1 Tn Kode No. . . 
. | Tanggal . .| Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo ' 
hn Rekening | Bukti 8 

— | R2 123 4 5 6 7 8 

an 

2-5 Lo 

Saldo BKU Bulan... Sebesar... 

Terdiri dari 

Saldo Tunai 5 ooovreteneeveseenaa 

Saldo Bank $$ eeguenawasa 

Tee, ang memang 

Kepala Sekolah ............... endek BOS, 

Ne Nk MTP peti nlemaba nan asi mens aah 

Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum : 

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut, 

2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS, 

Kolom 3, diisi dengan kode rekening pendapatan atau belanja Dana BOS bila 

transaksi rnerupakan realisasi pendapatan atau belanja bila bukan cukup 

dikosongkan, 

Kolom 4, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban 

vang sah (Bukti SPJ), 

Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS, 

. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang diterima bendahara BOS, 

. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang dikeluarkan bendahara BOS: 

Kolom S, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah 

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.



B. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU KAS 

  

  

  

  

  

              

MAT ea na 

Nama Sekolah | asn 

Desa/Kecamatan 1 ooooooooooommaa 

Kabupaten | Hae asam 

Provinsi aan nana 

og BNN Kode No. , 
. | Tangg: i 1 An | angaa BKU Bukti Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo 

Li 2 | 3 4 5 6 7 8 

asli sena . 

Mengetahui, eenanannannnnnanan NN EN SN 

Kepala Sekolah ............... Bendahara BOS, 

Pee manaan NE Dewe enan 

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas : 

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut, 

2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS, 

Kolom 3, diisi dengan kode BKU 

. Kolom 4, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban 

vang sah (Bukti SPJ), 

Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS, 

. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang diterima Bendahara Dana 

BOS, 

/. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang dikeluarkan Bendahara Dana 

BOS, 

Kolom 8S, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah 

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.



C. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU BANK 

  

  

  

  

  

            
  

Bulan : La. 

Nama Sekolah Ia ana aa al 

Desa/Kecamatan  ? Lon 

Kabupaten Naa 

Provinsi Nia nasan 

0 on Kode No. . 
bd ' Tanggal | BKU Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran | Saldo 

A1 2 0.3 4 5 6 7 8 

bea pan 

temen 
pn Mo—m—i&H 

Mengetaha, 0 mensssssasasawasa Maa NaNaNaaamanAs 

Kepala Sekolah ............... Bendahara BOS, 

NIP. anna NIP. an nnnknnnkna 

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank : 

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut, 

2. Kolom 2, disi dengan tanggal transaksi dana BOS, 

3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU 

4. Kolom 4, diisi dengan nomor bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban 

vang sah (Bukti SPJ): 

5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS: 

6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang diterima Bendahara Dana 

BOS, 

7. Kolora 7, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang dikeluarkan Bendahara Dana 

BOS: 

8. Kolom S, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah 

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.



D. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK 

Nama Sekolah 

Desa /Kecamatan. | ea 

Kabupaten 

s0noce0c00cocooocoocoorccac(ocusansaan 

"000 ococecoreneorasenaengasesssaneeaa 

Provinsi sacoo0nnsa0ane0oreeesenengeranosessaaea 

  

| sa Mat Kode No. 
"No. Tanggal BKU ' Bukti Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo 

ir 8 3 4 5 6 7 8 
  

  

  

  

              
  

Mengetahui, 

Kepala BEKOIAN Anceaenaxa Bendahara BOS, 

sana k0ng00e0anoenangasa0Kasaraneseser””———————————————————————————————————— sa .c.cc0ocooomororoococoocococcrarranan 

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak : 

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut, 

2. Kolom 2. diisi dengan tanggal transaksi dana BOS, 

3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU, 

4. Kolom 4. diisi dengan nomor bukti pemotongan atau penyetoran Pajak, 

5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS, 

6. Kolom 6. diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak, 

7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak, 

8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah 

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi. 

 



E. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA 

  

  

  

  

  

            
  

Bulan $ oo. 

Nama Sekolah DINMNIMANNNMMMEMMMMNANNPPEMMNN NAK 

Desa/ Kecamatan | HAN ana 

Kabupaten Aa aa 

Provinsi | aib asa 

Kode dan Nama Rekening : ......ie.ooka 

Anggaran Belanja | Pa J$5—wewneani 

Om, — Kode PN Sisa 
Tanggal | Uraian Realisasi Jumlah 
1 sea 0. BKU Anggaran 

an i— 2 3 4 5 6 

BNN ) 
NN ho 

Mengetahui, panananananananan AN BENERAN AAA 

Kepala Sekolah ............... Bendahara BOS, 

PIP, oto in 2200p MEP, aboin pain simes1 2 seenak 

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja : 

1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi, 

2. Kolom 2, diisi dengan kode BKU, 

3. Kolom 3, diisi dengan uraian transaksi, 

4. Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi, 

5. Kolom 5, diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah realisasi transaksi, 

6. Kolom 6, diisi dengan anggaran dikurangi jumlah.



F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI 

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan 

BNN PNN N KSR sebagai berikut : 

  

Realisasi Jumlah 
Jumlah s/d Bulan Realisasi Realisasi Selisih / 
Anggaran Bulan ini (kurang) 

(Rp.) lalu Rp.) s/d Bulan (Rp.) 
P. (Rp) p. ini (Rp) P.   

  

| Pendapatan 
da Aa sa Ma matan   

naa aan   

  

  AA Aan 

ema kat BP   

  Bea me               
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung 

oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan 

bertanggungjawab atas kebenarannya. 

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

...c.oocor.. 

s0cocorcocoroorransagasaranganan 

0 c0cociocecococengaseanasesenKeranan 

 



G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

NOtnor | sem! jam (1) 

1. Nama Satuan Pendidikan ane ee eU Sat (2) 

2. Kode Organisasi | ae an maan Kn (3) 
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD aa bana (4) 
4. Kegiatan | UM aesaNANesantana (5) 

Yang bertanda tangan d1 bawah Iri, seccooccooco.ooo.ooooo.#@o.ocoo. (6) 

Menyatakan bahwa serta saya bertanggung jawab atas semua realisasi 
pendapatan vang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang 
berhak menerima, yang dananya bersumber dari BOS dan digunakan langsung 

  

  

  

  

  

  

  

  

oleh Satuan Pendidikan Negeri pada bulan.......... (7) tahun anggaran ........... (8) 
dengan rincian sebagai berikut : 

Ga PENDAPATAN BELANJA 
— KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING JUMLAH 

-a an Dp, 

5 umlah Pendapatan naa Jumlah Belanja |...         

3Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan 
aparat pengawas. 
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut 
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tata Cara Pengisian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) : 

l. Diisi dengan nomor SPTJ satuan Pendidikan Negeri di SOPD Dinas 
Pendidikan yang bersangkutan, 

2. Diisi nama Satuan Pendidikan Negeri pada SOPD Dinas Pendidikan yang 
bersangkutan, 

3. Diisi kode Satuan Pendidikan Negeri pada SOPD Dinas Pendidikan yang 

bersangkutan, 
Diisi nomor dan tanggal DPA-SOPD yang bersangkutan, 
Diisi kode kegiatan, 
Diisi dengan nama Kepala Sekolah yang bersangkutan, 
Diisi dengan Bulan berkenaan, 

Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan, 
Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya SPTVJ, 

O. Diisi Nama dan NIP Kepala Sekolah. -
t
b
l
u
t
a
t



H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA (SP3B) BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI PADA APBD 

TB eco ABU PATEN serasa 

  

SOPD DINAS PENDIDIKAN ...... (O1) 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) 

SATUAN PENDIDIKAN NEGERI 

  

  

Tanggal ? no (02) NOrnot « kewoswas (03) 

Kepala SO PD Dinas Pendidikan ........... (04) memohon kepada : 

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD 
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

1. Saldo Awal RP. sen snanannnan (05) 
2. Pendapatan PPL senetensasswasnsanas (06) 

3. Belanja IP ea nga (07) 
4. Saldo Akhir PO soeonwommewaeensesensa (08) 

uv a tuk Bulan .. Ke yes ane PERANAN UNNES NEK (09) Tahun Anggaran .....i..... (10) 

Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama Satuan Pendidikan Negeri 

Ka ba nm sr an “ee (12) 

Program Kegiatan 

JAE berasa Be ai (13) 

D0 PENDAPATAN BELANJA 
—. Kode Rekening | Jumlah Kode Rekening Jumlah 

OLI oo am Ia | meterai "1 cu (18) 

Jumlah Pendapatan BP. kevennsa (16) Jumlah Belanja PPs aneees (19: 

(RO) vs moca1 , tanggal seperti di atas 
    

Tata Cara Pengisian Format SP3B Satuan Pendidikan Negeri : 

L, 

AS
 

HD 
ND

 
C
N
 

Ui
 

6. 

1. 

8. 

9 

Diisi uraian nama SOPD Pendidikan Kabupaten/Kota, 

. Diisi tanggal SP3B Satuan Pendidikan Negeri, 

. Diisi nomor SP3B Satuan Pendidikan Negeri, 

. Diisi nama SOPD Pendidikan Kabupaten/Kota, 

. Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Satuan Pendidikan Negeri bulan 

sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran ........... 

Diisi yamlah pendapatan yang telah diterima dalam kas Satuan Pendidikan 

Negeri, 

Diisi jamlah belanja yang telah dibayar dari kas Satuan Pendidikan Negeri, 

Diisi jamlah saldo akhir (saldo awal t pendapatan - belanja), 

9. Diisi periode bulan berkenaan, 

10. Diisi Tahun Anggaran berkenaan, 

 



11. 

1D 
LD ka. 

18. 

19, 

20, 

2 
yr 22. 

Diisi dasar penerbitan SP3B Satuan Pendidikan Negeri, antara lain : Nomor 

Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta 

tanggal DPA-SKPD Dinas Pendidikan, 

Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Satuan Pendidikan 

Negeri pada SKPD Dinas Pendidikan, 

. Diisi kode program dan kegiatan SOPD Dinas Pendidikan, 

| E diisi kode kegiatan (dua digit) 
diisi kode program (dua digit) 

  

“
v
 

  

. Diisi kode rekening pendapatan, 

. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan, 

. Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan, 

. Diisi kode rekening belanja, 

Jiisi jurnlah nominal rupiah untuk seluruh belanja, 

Diisi lokasi instansi penerbit SP3B Satuan Pendidikan Negeri dan tanggal 

penerbitan SP3B Satuan Pendidikan Negeri, 

Diisi nama Kepala SOPD Dinas Pendidikan, 

Dusi NIP Kepala SOPD Dinas Pendidikan. 

J 

J 

Diisi jurnlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja, 

) 

J



IL CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

(SP2B) BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SATUAN 

PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN KAB/KOTA PADA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .... 

  

  

    

LOGO 

DAERAH 

Nornor SP3B Satuan Pendidikan Negeri: ...(01) SURAT PENGESAHAN 
| Tanggal : PENDAPATAN DAN BELANJA 
Pt D3) (SP2B) Satuan Pendidikan 

Kode dan Nama SOPD Dispen Nama BUD/Kuasa BUD........... (OS) 
... (03) Tanggal | gessas (06) 

(03) Nomor sd (07) 
Nama Satuan Pendidikan f Tahun Anggaran: see: (08) 

(04) 
DN (04) 
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah : 

Saldoawal Rp... (09) 
Pendapatan Rp... (10) 

Belanja BE ewe ooms (11) 
Saldo Akhir Rp... (12) 

  

Kanannanatananasasan (LA) pandaan   
  

Tata Cara Pengisian Format SP2B Satuan Pendidikan 

l. Diisi dengan nomor SP3B Satuan Pendidikan Negeri, 

2. Diisi dengan tanggal SP3B Satuan Pendidikan Negeri, 

3. Diisi dengan Kode dan Nama SOPD Dinas Pendidikan yang bersangkutan, 

4. Diisi dengan nama Satuan Pendidikan Negeri pada SOPD Dinas Pendidikan 

yang bersangkutan, 

5. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD, 

6. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) 

Satuan Pendidikan Negeri, 

7. Diisi dengan nomor penerbitan SP2B Satuan Pendidikan Negeri, 

8. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B Satuan Pendidikan Negeri), 

9. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B Satuan 

Pendidikan Negeri, 

10. Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B Satuar 

Pendidikan Negeri,



Si d gan Jumlah belan a yang tercantum dalam SP3g Satuan Pendidikan 

Negeri: 
12, Diisi Cengan Jumlah Saldo akhi yang tercantum dalam SP38B Sat 

Pendidikar Neg ri, 13 Diis, Cengan ama kota tempat dan tanggaj Penerbitan SP2p Sat 

Pendidikan y Eri: 4. Diisi dengan Nama yg batan (B /Kuasa Bup): 

1s Mis dengan 
a 

asa BUD: 

16. Diis VIP BUD/Kuasa B yang bersangkuta 

UPATI P HUWATo, 
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